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. Fakta maosdah kependudukon dan keluarga

sejahtera maosih menjadi maosaoh dominon di
Indonesia. Loju pertumbuhaon penduduk tetop
tinggi, kemation anak dan ibu tetap tinggi, okses
terhodaop pelayanan kesehaton don keluarga
berencona masih kurang. Belum logi kdau kita
bicara kwadlitos penduduk yong masih sangat
memprihatinkan.

« Karenanya, Pembaongunan kependudukaon

hakekatnya berupaya menjamin keberlangsungan
hidup seluruh maonusia baik pada aros lokal,
nasional dan internosiond.

« Memahami pembangunon kependudukon fidak

hanya memahami pola don arah demogr dfi tetopi
juga mesti menitikberatkan poda kes ejohteraan
masyaorakat,

PARADIGMA KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA SEJAHTERA

« Kebijokaon kependudukan mesti menjadi
saloh satu titik sentrd dalom meraoncong
strategi pembongunon nosiondl.

« Konsekuensinya kebijakan kependudukan
menjadi bagion integra yang tidok dopat
dipisan-pisahkan dari kebijakan
pembangunon nosiond secara
keseluruhan.

Komitmen Indonesia

Sejak awal Orde Baru maosaloh
kependudukon menjadi masaloh utoma
pemerintah.

Pemerintah terlibat aktif dalam berbaogai
konferensi dunia berkaiton dengan issu-
issu kependudukaon.

Saloh satu komitmen palitik negara adaloh
lohirnya Undang-Undang No. 10 Tahun
1992 Tentang Kependudukaon dan
Kementerion Kependudukan dan keluarga
berencana.

Perlunya Amandemen UU No 10
Tahun 1992

Isu dan kebijokan kependudukon
berkembang pesat secara substansial
oleh karena itu, Amandemen UU No 10
Tahun 1992 perlu dilokukon sebagai
sdlah saftu pijokan utama bagi
pemerintah, parlamen don mosyarakat
luas memecohkaon maosaah
kependudukan dan keluarga sejantera

1.

2.

Beberapa Alasan Pokok Amandemen
UU No 10 Tahun 1992

Kerangka pikir UU No 10 fohun 1992
belum menampung isu-isu perubahan
global daam bidang kependudukan
daon pembongunan.

Adanyaissu-issu baru.

Isu-isu tersebut seperti tfelah
disepakati di |CPD dan MDGs seperti
isu jender, portisiposi pria, hak-haok
reproduksi, infertilitos dan ini perlu
ditompung dalam amandemen UU No
10 tohun 1992.




3.

Beberapa Alasan Pokok Amandemen
UU No 10 Tahun 1992

Adanya reformasi pemerintohaon
don desentrdlisosi. Pemerintahaon
yang bersih, hak asasi manusia,
demokratisasi dan otonomi doerah
sesuai UU No 22 tahun 1999.

Asas sentralistis yong terkandung
dalom UU No. 10 Tahun 1992 harus
diganti dengan prinsip-prinsip
diatos.

Beberapa Alasan Pokok Amandemen
UU No 10 Tahun 1992

5.  Komitmen bangsa. Komitmen bangsa

Indonesia dalom meloksonakan
pembangunan kependudukon dan keluarga
sejohtera dinilai belum mantop. Hal ini
terbukti karena sering bergesernya institusi
yong menangani pembangunan dan
keluorga sejohtera.

Ddom UU No 10 Tahun 1992 belum
disebutkan secara tegas siopa dan institusi
mana yong bertanggungjowab dalam
pelaksanoon program kependudukan don
keluarga sejohtera.

Beberapa Alasan Pokok Amandemen
UU No 10 Tahun 1992

Kesatuan tema. UU No 10 tohun 1992
memuat dua tema yaitu tema
perkembongon kependudukan dan keluarga
sejohtera (keluarga berencona). Kedua
tema tersebut dalom UU ini terlihat sejgjor
don kurang jelos titik temunya. Podahal kita
tohu bahwa prograom KB merupokan bogian
atau unsur dari perkembangan
kependudukan. Sementara perkembangan
kependudukan diarohkan untuk
meningkatkaon kualitas penduduk.

Beberapa Alasan Pokok Amandemen
UU No 10 Tahun 1992

7. Sanksi hukum. Sanksi hukum dalom UU
No 10 tahun 1992 tidok secara tegos
diatur. Dalom pasal 27 disebutkon
bohwa sonksi hukum diatur berdasarkan
peraturan yang berloku.

Sanksi hukum sebdknya diatur secara
tegos don menyaongkut sanksi hukum
terhadap pemerintan, pemerintoh
daerah, maupun penduduk.

8.

Beberapa Alasan Pokok Amandemen
UU No 10 Tahun 1992

Poda aras internosiond, ada
kesepakatan integrosi kependudukan
dan pembaongunan menjadi sebuah
keniscayaan. Ini termoktub daam
kesepakatan konferensi kependudukan
di Bucharest 1974, Mexico City 1984 dan
di Kairo 1994.

Krisis multidemensiona menyebabkan
masaloh kependudukan menjadi jauh
lebih kompleks.

Modal Sosial

« Alosan-adasan pokok mengapa UU No 10/1992
perlu diamandemen merupakan moda sosial
utama yang perlu diartikulosi dengon baik
kepada semua komponen bangsa agar
amandemen UU No 10/1992 menjadi sebuoh
kebutuhan semua kelompok .

. Kelompok-kelompok penting seperti BKKBN,
Kodlisi untuk Kependudukan dan Pembangunan
dan Forum Parlemen untuk Kependudukon don
Pembangunan, dsb mesti bekerja lebih keras
agar Amandemen UU No 10 Tahun 1992 dapat
segera terwujud.




CATATAN PENTING

Beberapa isu dibawah ini semestinya masuk dadom
Amondemen UU No 10/1992;

Pengaturan pertumbuhan dan struktur penduduk
meliputi tingkat fertilitas, mortdlitas, pertumbuhan
penduduk, anak-ancak don generasi muda, penduduk
usia lanjut, penduduk csli dan penderita cacat.

Hak-hak reproduksi meliputi hak menentukan secara
bebaos dan bertanggungjawab mengenai jumlah, jaorak
dan saatnya melahirkan anck sertainformasi don coro-
cara yang dibutuhkan untuk meloksanakonnya; hak
mendaopatkan dergjat kesehatan reproduksi dan seksual
yang paling tinggi termasuk mendapatkan hak untuk
memutuskan masalah reproduksi bebas dari diskriminasi
dan paksaan dan kekerasan.

CATATAN PENTING

e Kesehatan reproduksi terjangkau
meldui sistem pelayan kesehaton dosar
mencakup komunikosi, informaosi,
edukaosi, konseling, pelayanaon keluarga
berencana, pelayanan sebelum dan
seteloh melahirkan, pencegahan
penyakit menular ferutoma HIV/AIDS.

e Kesetaroon jender don partisipasi pria

Penutup

« Mudoh-mudohon pandangan kami
terhadop maosaloh kependudukaon
dan pembangunaon bermanfaat
dalom Raker BKKBN pada hari ini.

. Terimaokosih atos perhationnya




